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ABSTRACT 

Questions on equality of municipal service facilities, one of which is social facilities, often emerge from 
people with poor economic status. In addition, the equality application of social facilities service 
distribution has given birth to service level characteristics based on regional segmentation and economic 
status. Therefore, the purpose of this study is to assess the form of urban facilities services in the 
perspective of spatial justice. This study implements empirical examples of junior high school facility 
services in Surakarta. In addition, to achieve research objectives, the researcher utilizes analysis of service 
level, descriptive analysis (municipal public transportation network), analysis of service level typology 
(overlay), analysis of service distribution (autocorrelation moran's I and local indicator of spatial 
autocorrelation (LISA)), movement network analysis (accessibility) and quantitative analysis of descriptive 
statistics. Distribution of municipal facility forms concentric pattern. Consumption of services in general 
follows the social characteristics with random pattern. Service efficiency and effectiveness dominate the 
areas with concentric pattern. The inhabitants of the service area are generally unable to contribute to the 
service outcome of supply. Service efficiency and effectiveness are influenced by both social characteristics 
and criteria. 

Keywords: equality of service level, spatial justice, social facilities  

 

ABSTRAK 

Pertanyaan atas kesetaraan pelayanan fasilitas kota, salah satunya fasilitas sosial seringkali muncul dari 
masyarakat dengan status ekonomi miskin. Selain itu, penerapan kesetaraan distribusi pelayanan fasilitas 
sosial telah melahirkan karakteristik tingkat pelayanan berdasarkan segmentasi kawasan serta status 
ekonomi.  Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah menilai bentuk pelayanan fasilitas kota dalam 
perspektif keadilan ruang. Penelitian ini, menggunakan contoh empiris pelayanan fasilitas sekolah menengah 
pertama Kota Surakarta. Selain itu, untuk mencapai tujuan penelitian, di gunakan analisis tingkat pelayanan, 
analisis deskriptif (jaringan trasportasi umum kota), analisis tipologi kelas pelayanan (overlay), analisis pola 
sebaran pelayanan (autocorrelation moran’s I dan local indicator of spatial autocorrelation (LISA)), analisis 
jaringan pergerakan (aksesibilitas) dan analisis kuantitatif statistik deskriptif. Distribusi pelayanan fasilitas 
kota lebih kepada pola kosentris. Pengkonsumsian pelayanan pada umunya mengikuti karakteristik sosial 
dengan pola acak. Efisiensi serta efektivitas pelayanan lebih di dominasi pada kawasan yang memiliki pola 
kosentris. Penduduk yang berada di dalam area pelayanan, umumnya tidak dapat memberikan kontribusi 
terhadap pelayanan hasil dari penyediaan. Efisiensi serta efektifitas pelayanan sangat di pengaruhi oleh 
karakteristik maupun kriteria sosial. 
 
Kata Kunci:  kesetaraan tingkat pelayanan, keadilan ruang, fasilitas sosial  
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PENDAHULUAN 

Pertanyaan kesetaraan pelayanan fasilitas kota yang seringkali muncul dari masyarakat 
dengan status ekonomi miskin, pada dasarnya tidak dapat di lepaskan dari bagaimana 
kebijakan distribusi itu sendiri (Liao, Hsueh-Sheng, & Tsou, 2009). Kebijakan yang di susun 
dengan memprioritaskan keadilan ideal telah menciptakan sensitivitas ruang, dimana 
karekteristik tingkat pelayanan melahirkan segmentasi berdasarkan kelas ekonomi maupun 
kawasan. Selain itu, pada umumnya permasalahan mengenai kesetaraan pelayanan fasilitas 
kota lebih kepada klaim ruang, kemampuan ruang serta hubungan ruang (Wagner, 2011).  
 
Kesetaraan merupakan salah satu elemen dari keadilan ruang dan lebih kepada siapa serta 
mendapat apa (Soja, 2009 dan Wagner, 2011). Sedangkan distribusi pelayaan fasilitas kota 
pada dasarnya memerlukan konsep proposional dalam penerapan kesetaraan, dimana 
efisiensi dan efektivitas merupakan syarat atas keseimbangan ruang (Hashem Dadashpoor, 
Rostami, & Alizadeh, 2016a). Proposional merupakan unsur utama dari perencanaan kota dan 
menjadi prioritas dalam perumusan kebijakan distribusi, sehingga karateristik sosial yang 
berkaitan dengan permintaan dapat melahirkan keharmonisan ruang sosial. 
 
Ketetapan pemaknaan keadilan dalam memberikan kesetaraan pelayanan fasilitas kota 
memiliki dampak yang cukup besar bagi kualitas ruang sosial. Disisi lain, hasil distribusi 
seringkali membentuk pola konsentris, pada akhirnya melahirkan pola acak sesuai 
karakteristik sosial (Tsou, Hung, & Chang, 2005). Bassett, (2013) beranggapan bahwa 
pengkonsumsian dengan pola acak pada dasarnya memiliki korelasi dengan faktor 
pengganggu klaim ruang, kemampuan ruang serta hubungan ruang. Taleai et al., (2014) 
beranggapan bahwa, karakteristik tingkat pelayanan sering kali di pengaruhi oleh 
konsentrasi pelayanan yang merupakan hasil dari distribusi. Setiap induvidu pada dasarnya 
memiliki karakteristik tersendiri, sedangkan pengkonsumsian pelayanan fasilitas kota yang 
acak merupakan hasil dari kosekuensi atas perhitungan untung-rugi. Decimal (1999) dan Sen 
(1999) beranggapan bahwa, penerapan kesetaraan sangat memerlukan melepas faktor 
untung-rugi, dimana setiap kelompok sosial memiliki kebutuhan berbeda-beda. 
 
Selain itu, ruang yang pada dasarnya merupakan bagian dari idiologis dan matrial, seringkali 
di perebutkan serta menjadi perdebatan oleh kelompok-kelompok tertentu (Hayden, 1995 
dalam Bassett, 2013). Pertanyaan mengenai ruang sosial akan terus berlanjut pada skala 
ekonomi, yang dimana masyarakat dengan status ekonomi miskin seringkali di abaikan dalam 
perumusan kebijakan distribusi pelayanan kota, sedangkan penentu dari kualitas ruang itu 
sendiri adalah sosial sebagai pengguna. Disisi lain, penerapan keadilan ideal seringkali di 
lakukan dengan bentuk distribusi yang sama kepada induvidu yang berbeda, maka secara 
langsung berdampak pada kelompok masyarakat status ekonomi miskin serta kawasan 
tertentu, yang dimana hasil dari proses tersebut di perlihatkan pada nilai akses pelayanan 
maupun aksesibilitas. Dari penerapan keadilan ideal sangat mengkawatirkan akan terjadi 
kerenggangan hubungan sosial, khususnya pemisahan rasial berdasarkan status ekonomi 
(Ibrahim, Osman, & Bachok, 2014). 
 
Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah menilai bentuk pelayanan fasilitas 
kota dalam perspektif keadilan ruang. Sedangkan sasaran penelitian adalah identifikasi 
tingkat pelayanan fasilitas kota, identifikasi tipologi kelas pelayanan fasilitas kota, identifikasi 
pola sebaran pelayanan fasilitas kota, analisis kemampuan masyarakat dalam mengakses 
lokasi pelayanan fasilitas kota dan identifikasi persepsi masyarakat mengenai pelayanan 
fasilitas kota. 
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METODE PENELITIAN 
 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan di dukung dengan metodode kualitatif. 
Sedangkan untuk pendekatan penelitian, yakni supply, spasial dan partisipan. Dasar atas 
penggunaan pendekatan supply, spasial dan partisipan di karnakan hasil dari distribusi 
dengan penerapan keadilan ideal, seringkali melahirkan karakteristik kesetaraan tingkat 
pelayanan, baik itu status ekonomi maupun kawasan. 
 
Penelitian ini lebih kepada penggunaan data nominal, ordinal serta rasio. Selain itu, penelitian 
ini juga di dasarkan pada dua proses, dimana sebelum penggunaan pendekatan partisipan, di 
awali dengan pendekatan supply dan spasial dalam mengidentifikasi tingkat pelayanan 
fasilitas, tipologi kelas pelayanan fasilitas serta pola sebaran pelayanan fasilitas. Dasar 
penggunaan dua proses ini dikarnakan konsep keadilan tidak dapat di terapkan sebelum 
menemukan permasalahan dari penerapan kesetaraan. Dari hasil proses awal, kemudian di 
lanjutkan dengan analisis jaringan pergerakan i (titik awal) dan j (titik tujuan) serta identifikasi 
persepsi. 
 
Selain itu, untuk teknik penggumpulan data yakni kuesioner, observasi serta dokumen. 
Teknik pengumpulan data berupa kuesioner di lakukan validasi dan reabilitas data baik itu 
sebelum maupun sesudah identifikasi persepsi. Sedangkan analisis yang di gunakan adalah 
analisis tingkat pelayanan, analisis deskriptif, analisis tipologi kelas pelayanan (overlay), 
analisis pola sebaran pelayanan (autocorrelation moran’s I dan local indicator of spatial 
autocorrelation (LISA)), analisis jaringan pergerakan i (titik awal) dan j (titik tujuan) dan 
analisis kuantitatif statistik deskriptif, terhadap variabel yang telah di tetapkan. 
 
 
KAJIAN TEORI 
 
Keadilan Ruang 
Secara umum keadilan ruang tidak dapat di dasarkan hanya pada sosial, ekonomi dan 
lingkungan, akan tetapi lebih kepada bagaimana memandang ruang dengan lebih keritis 
(Soja, 2009). Meskipun pada dasarnya, keadilan ruang merupakan perpanjangan dari 
keadilan sosial, untuk mewujudkan kesataraan dengan melibatkan masyarakat sipil dalam 
sebuah komunitas atau beberapa kelas sosial yang memperoleh bagian dalam distribusi 
ruang, (Robet Putnam dalam H. Dadashpoor & Rostami, 2011). Soja (2009) dan Wagner, (2011) 
juga menambahkan, sebagai titik awal dalam memandang keadilan ruang, yakni dengan 
melihat bagaimana bentuk dari distribusi yang merupakan hasil dari sebuah proses dan 
memiliki nilai sosial. 
 
Pandangan Soja dan Wagner mengenai bentuk distribusi ruang merupakan konsep pemikiran 
dari Lefebvre (1992) yang kemudian menimbulkan pertanyaan “mengapa keadilan ruang” 
dan “apa itu keadilan ruang”. Williams, (2013) beranggapan bahwa keadilan ruang 
merupakan hubungan antara material (fisik) dan ideologis (pemikiran) yang kemudian di 
bentuk oleh hubungan sosial. Dengan berkembangnya pendangan, mengenai apa itu 
keadilan ruang, yang dimana keadilan ruang saat ini lebih mudah dikatakan sebagai bentuk 
kebebasan, kesetaraan, demokrasi dan berbagai hak yang di butuhkan oleh semua kelompok 
masyarakat (Soja, 2009; Wagner, 2011; Rocco, 2014 dan Gehl, 2015). 
 
Selain itu Rocco, (2014) terdapat indikator yang menjadi prioritas dalam memberikan 
keadilan ruang di perkotaan, yakni keadilan, pilihan, aksesibilitas, konektivitas, dan 
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partisipasi. Keadilan sendiri memiliki prinsip dasar yang berupa kesepakatan (Decimal, 1999). 
Meskipun Decimal beranggapan prinsip keadilan merupakan hasil kesepakatan, akan tetapi 
konsep keadilan itu sendiri tidak dapat di artikan dengan sama atau merata. Keadilan 
berdasarkan prinsip kesepakatan memiliki batasan dalam pemaknaan, dimana harus terlepas 
dari unsur untung-rugi (Decimal, 1999). Decimal, (1999) terdapat dua prinsip keadilan yang 
perlu di cermati 1. setiap induvidu memiliki kebebasan dalam memilih dan 2. ketidak setaraan 
sosial merupakan hasil dari perhitungan untung-rugi. Disisi lain, terdapat kendala dalam 
mewujudkan keadilan ruang, dimana hingga saat ini tanah yang pada dasarnya merupakan 
sumber daya alam dan bertujuan untuk kepentingan umum seringkali di jadikan komoditas 
(Tadamun, 2016). Dengan menjadikan tanah sebagai komoditas, secara langsung akan 
mempengaruhi alokasi distribusi, dan pada akhirnya keadilan hanya dapat di nikmati oleh 
daerah atau kawasan tertentu berdasarkan segmentasi kegiatan.  
 
Bentuk dari kebebasan berdasarkan prinsip keadilan, merupakan cara dalam mengatasi 
ketidak berdayaan induvidu, ini juga sangat erat kaitanya dengan hak politik ruang. Selain itu, 
konsep keadilan itu sendiri merupakan penentu dari keberhasilan pembangunan, yang 
dimana kebebasan merupakan sarana dalam mencapai tujuan utama pembangunan (Sen, 
1999). Keterkaitan antara pembangunan dengan keadilan juga tidak dapat di lepaskan dari 
bagaimana bentuk distribusi itu sendiri, dimana hasil tersebut sangat menentukan produk 
kota di masa akan datang (Harland, Santos, & Barros, 2011). Tadamun, (2016) keberhasilan 
dari penerapan keadilan ruang ialah dengan reduksi pemberian bantuan pada daerah atau 
kawasan tertentu. 
 
Fasilitas Kota 
Fasilitas kota merupakan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan dasar 
masyarakat. Selain itu fasilitas kota sendiri dapat di bagi menjadi dua kelompok utama, yakni 
fasilitas sosial dan fasilitas fisik (Sujarto, 1989 dalam Hargito, 2009). Secara umum pengertian 
dari fasilitas kota juga terbagi menjadi fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas ekonomi 
(Muta’ali, 2015). Jahan & Osda, (1996); Tsou et al., (2005); Martínez, (2005) Chin-Hsien Liao 
et al., (2009); dan Hashem Dadashpoor et al., (2016) memandang fasilitas umum merupakan 
bagian dari fasilitas kota dan bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat, salah satunya 
adalah fasiltas pendidikan. Fasilitas umum merupakan bagian dari infrastruktur pendukung 
dalam pembangunan wilayah dan kota (Sunyoto, 2015). Sedangkan Infastruktur itu sendiri, 
dapat di bagi menjadi dua, infastruktur wilayah dan infrastruktur sosial (UN HABITAT, 2011). 
Disamping itu Muta’ali, (2015) beranggapan bahwa fasilitas umum dan sosial memiliki kaitan 
dengan pelayanan pendidikan, jaringan jalan, moda trasportasi umum dan lain sebagainya, 
yang dapat mendukung aktivitas masyarakat dan memiliki ukuran skala pelayanan. Fasilitas 
sosial merupakan bagian dari infastruktur masyarakat dan infrastruktur publik, dengan 
tujuan untuk melancarkan kegiatan serta dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup (Vincent, 
2006; Committee Rooms, 2009; dan Delwp Victoria, 2016). 
 
Fasilitas Sosial (Pendidikan) dan Lokasi Sekolah 
Fasilitas sosial yang di antaranya pendidikan merupakan barang dan jasa umum, investasi 
publik dalam sektor publik serta bagian dari pembanguanan infrastruktur publik yang tidak 
dapat di bedakan dengan infrastruktur yang lain (Budimansyah 2004 dalam Hargito, 2009). 
Sedangkan pengguna jasa pendidikan sendiri adalah orang tua atau peserta didik (Rahman 
dan Hartoyo, 2010:2 dalam Liana, 2016). Fasilitas sosial, khususnya pendidikan pada dasarnya 
merupakan salah satu aspek utama dalam memberikan kenyamanan kota (Ernawi & 
Kuncoro, 2011). Disisi lain, Djojodipuro (1992:124) dalam Budhi, (2008) penyediaan fasilitas, 
juga dapat mempengaruhi keseimbangan spasial, dan tergantung dari jauh dekatnya alokasi 
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pelayanan fasilitas itu sendiri. Sedangkan lokasi sekolah memiliki peranan atas kepuasan 
dalam memperoleh kebutuhan hidup masyarakat pada suatu wilayah, kota dan lingkungan. 
Doxiadis (1968) dalam Hargito, (2009) beranggapan bahwa, kepuasan dalam memberikan 
pelayanan sangat tergantung pada jarak-waktu dan jarak-biaya. Hargito, (2009); 
Takumansang, (2010) dan Decentralized Basic Education 1 Management and Governance 
(2011), juga menambahkan ukuran dari daya pelayanan pendidikan, juga tidak dapat 
dilepaskan dari rasio ruang kelas dan jumlah rombel (rombongan belajar). Selain itu jumlah 
rombel (rombongan belajar) serta rasio guru juga menjadi pertimbangan atas ukuran daya 
pelayanan fasilitas pendidikan (Widianantari, 2008 dan Decentralized Basic Education 1 
Management and Governance, 2011). 
 
Tingkat Pelayanan Fasilitas Sosial (Pendidikan) 
Tingkat pelayanan fasilitas sosial pada dasarnya, merupakan ukuran dari kemampuan layanan 
pada suatu kawasan baik berdasarkan radius maupun kapasitas unit layanan (Lagrab & Aknin, 
2015 dan Green & Argue, 2012). Utoro, (2006); Hargito, (2009); Green & Argue, (2010) dan 
Green & Argue, (2012)  juga menambahkan, untuk ukuran dari tingkat pelayanan fasilitas 
sosial dapat diukur berdasarkan standar pelayanan, baik itu penyediaan (supply) serta 
permintaan (demand). Selain itu sentralitas, tingkat aksesibilitas, konektivitas, bentuk 
perencanaan fasilitas pelayanan dan tingkat kecukupan layanan fasilitas juga menjadi 
penentu ukuran dari tingkat pelayanan fasilitas sosial (Muta’ali, 2015). Sedangkan Jahan & 
Oda, (1996) dan Green & Argue, (2010) lebih melihat, bagaimana bentuk dari kepadatan 
pelayanan fasilitas sosial dengan konsentrasi penduduk. Selanjutnya untuk tingkat pelayanan 
fasilitas sosial (pendidikan) dapat di lihat berdasarkan kelas pelayanan pada suatu wilayah, 
kota dan lingkungan berdasarkan pengukuran Muta’ali, (2015) yang di antaranya, indeks 
tingkat pelayanan fasilitas, indeks sentralitas, indeks aksesibilitas, indeks konektivitas, indeks 
ketersediaan pelayanan, indeks tingkat ketersediaan pelayanan, rasio daya pelayanan, indeks 
wilayah pelayanan indeks pelayanan fasilitas dan tingkat kecukupan layanan fasilitas. Selain 
itu dalam melihat tingkat pelayanan skala lingkungan juga perlu mengukur aksesibilitas, baik 
itu berdasarkan jarak, waktu, dan biaya dalam menuju sarana sosial (pendidikan) dari tempat 
asal (Tsou et al., 2005; Hargito, 2009; Chin-Hsien Liao et al., 2009; Green & Argue, 2012; Lagrab 
& Aknin, 2015; dan Shahraki et al., 2016). Sedangkan biaya perjalanan sendiri, dapat di lihat 
dari jaringan jalan dan kemiringan lereng (Greenberg, Rueda, Hestir, Santos, & Ustin, 2011). 
Halden et al,. (2005) dalam Mokgalaka, (2015) menambahkan, dalam memberikan 
pertanyaan guna mendefinisikan aksesibilitas harus sesuai dengan komponen utama dari 
aksesibilitas, yakni “siapa” atau “dimana”, “apa” dan “bagaimana”. 
 
Disisi lain pola dari sebaran ruang juga mempengaruhi tingkat pelayanan fasilitas sosial, yang 
di antaranya pendidikan. Dengan demikian maka perlu mengeketahui bagaimana bentuk 
distribusi ruang dan struktur ruang dari masing-masing sebaran fasilitas umum, yang di 
antaranya adalah pendidikan (Ko-Wen Tsou, 2005). Tsou et al., (2005) juga menawarkan, 
untuk memperoleh bagaimana bentuk dari distribusi ruang dan struktur ruang dari masing-
masing sebaran fasilitas umum, yang di antaranya adalah pendidikan, dengan menggunakan 
metode autocorrelation (yang di dukung dengan moran’s I) dan local indicator of spatial  
autocorrelation (LISA). Pada dasarnya penggunaan local indicator of spatial  autocorrelation 
(LISA), untuk membantu hasil penilaian dari metode autocorrelation yang seringkali 
menyembunyikan nilai dari kelompok terkecil (Ko-Wen Tsou, 2005). Dengan mengetahui 
bagaimana pola sebaran pelayanan, maka akan terlihat bentuk dari ketidak setaraan 
pelayanan fasilitas SMP berdasarkan skala lingkungan. Pola sebaran pelayanan pada 
dasarnya terbagi dalam tiga bentuk, yaitu : tipe regular, tipe random, dan tipe claster (Utoro, 
2006; Widianantari, 2008 dan Haggett, 1968 dalam Hargito, 2009). 
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Keadilan dan Kesetaraan Distribusi Fasilitas Pendidikan 
Keadilan dan kesetaraan memiliki makna yang hampir sama serta cukup sulit untuk di 
pisahkan. Akan tetapi, keadilan akan memiliki kandungan makna, apa bila telah menjadi 
masalah dari ketidak setaraan. Martínez, (2005) beranggapan bahwa, ketika terdapat ketidak 
setaraan dalam penyediaan fasilitas kota, salah satunya fasilitas sosial dan telah di tetapkan 
sebagai sebuah masalah, maka pendekatan keadilan dapat di gunakan. Selain itu Rawls, 
(1999;24) dalam Allingham, (2016) beranggapan bahwa, keadilan dapat dikatan sebuah 
kewajaran, yang dimana semua orang membutuhkan kesetaraan tampa terlepas dari 
keuntungan. Sering kali pemaknaan, dari keadilan di samakan dengan proporsi. Keadilan 
seperti ini hanya lah mengambarakan bentuk ideal dari keadilan itu sendiri. Vallentyne, (2012) 
keadilan tidak dapat di lakukan berdasarkan proporsi yang sama pada setiap individu yang 
berbeda. Hal ini karna, ketika keadilan distribusi yang hanya melihat proporsi maka bukan 
ideal nya. Kandungan makna tersebut sangat berbeda dengan keadilan praktis yang lebih 
mengutamakan setiap individu memperoleh distribusi berdasarkan apa yang mereka 
butuhkan. Pendekatakan keadilan praktis juga sesuai dengan pandangan dari (Smith, 2000 & 
Martınez, 2009) siapa dan mendapat apa. 
 
Persepsi Masyarakat Mengenai Pelayanan Fasilitas Pendidikan 
Persepsi pada dasarnya merupakan suatu proses pemberian arti oleh seseorang pada 
lingkungan dan kemudian di tafsirkan untuk memahami kondisi saat itu, (Walgito, 2001:53 
dalam Maryati, 2009). Namun secara umum, persepsi dapat di artikan sebagai proses yang 
dimana individu dapat atau akan memberikan arti terhadap suatu fenomena yang terjadi 
dalam bentuk kesan (Anahuraki, 2012). Sedangkan untuk memahami dasar dari kebutuhan 
atau keinginan masyarakat akan fasilitas pelayanan pendidikan perlu pendekatan dengan 
cara mengetaui persepsi masyarakat atas alokasi fasilitas pelayanan (Tsou et al., 2005). 
 
Pemilihan Sekolah 
Faktor yang mempengaruhi pemilihan sekolah antara lain sosial dan ekonomi (Ibrahim, 
Osman, & Bachok, 2014). Selain itu Maryati, (2009) dalam pemilihan sekolah aksesibilitas 
merupakan faktor yang paling di pertimbangkan. Aksesibilitas juga tidak lepas dari 
bagaimana sistem transportasi dan efektivitas jaringan jalan (Ervita, 2011). Scheerens, (2003) 
beranggapan bahwa, dampak dari pendidikan sekolah awal, akan terlihat pada persyaratan 
nilai sekolah tujuan. Dari kondisi tersebut akan melahirkan pertanyaan, dimana ukuran 
perbandingan kualitas sekolah A dengan sekolah B yang merupakan perbedaan populasi 
siswa pada dua sekolah tersebut (Scheerens, 2003). Budhi, (2008) lebih melihat, bagimana 
kebutuhan dapat mempengaruhi pengkonsumsian pelayanan fasilitas pendidikan. Ini juga 
akan berdampak pada kepuasan dan kesesuaian dengan harapan terhadap pemilihan 
pelayanan fasilitas pendidikan itu sendiri. Kepuasan pelanggan merupakan penentu dari 
keberhasilan dalam penyediaan pelayanan, (Liana, 2016). Kondisi sebaliknya juga dapat 
terjadi, apabila pelayanan pendidikan tidak memberikan kepuasan terhadap orang tua atau 
peserta didik, maka yang terjadi adalah hilangnya minat untuk menikmati pelayanan tersebut 
(Liana, 2016). Selain itu, seringkali orang tua merupakan faktor utama dalam memilih 
pedidikan negeri atau swata bagi anak-anak mereka, (Beavis, 2004 dalam Ibrahim, Osman, & 
Bachok, 2014). Alasan tersebut juga tidak terlepas dari kualitas sekolah dan biaya sekolah. 
 
STUDI KASUS 
 
Kota Surakarta 
Isu kesetaraan tingkat pelayanan fasilitas SMP memiliki korelasi dengan supply dengan 
demand. Selain itu, produksi ruang Kota Surakarta sendiri lebih memprioritaskan distribusi 
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pada kawasan kertentu dengan pola kosentris. Sedangkan kepadatan penduduk per tahun 
lebih berorientasi ke luar, atau dengan kata lain, hasil distribusi pelayanan fasilitas SMP telah 
melahirkan segmentasi kawasan berdasarkan status ekonomi. 
 
 
GAMBARAN UMUM 
 
Kota Surakarta atau sering di kenal dengan Kota Solo memiliki luas 44,04 km2, yang terdiri 
atas 5 kecamatan dan 51 kelurahan. Selain itu, Kota Surakarta memiliki topografi bervariasi, 
dimana pada bagian Selatan dan Barat memiliki ketinggian ± 95 m, sedangkan pada bagian 
Utara dan Timur memiliki ketinggian >100 m. 
 
Untuk sejarah pelayanan pendidikan Kota Surakarta di mulai sejak konsep moderisasi Tahun 
1745 (Riyadi, 2009). Selain itu, pada Tahun 1970 total pelayanan fasilitas pendidikan, khusunya 
SMP di dominasi oleh pelayanan Swasta yakni, 31 unit, sedangkan pelayanan Negeri 10 unit. 
Perkembangan perlayanan SMP, dari tahun 1970 hingga 2015 dapat di katakan fluktuatif serta 
letak pelayanan lebih di dominasi pada bagian Tengah kota. Disisi lain kepadatan penduduk 
usia sekolah jenjang SMP dari tahun 1984-2014 berorientasi ke luar kota, dan untuk kepadatan 
penduduk miskin per KK dengan skala tinggi – sangat tinggi berada di Barat Laut serta 
Tenggara kota. Di samping itu, efektivitas jaringan jalan dengan klasifikasi tinggi, lebih di 
dominasi pada bagian Barat serta Selatan kota. Dari kondisi tersebut secara langsung telah 
menggambarkan produksi ruang Kota Surakarta, yang dimana telah menghasilkan 
segmentasi baik itu status ekonomi maupun kawasan. 
 
Sedangkan tipologi pelayanan fasilitas SMP Kota Surakarta dengan kondisi baik di dominasi 
di bagian Barat atau Kecamatan Banjarsari serta Laweyan. Disisi lain, meskipun pada 
umumnya bagian Barat memiliki permasalahan pada demand baik itu rasio ruang kelas per 
rombel dan rasio sekolah per murid, akan tetapi kondisi tersebut telah di dukung oleh pola 
sebaran pelayanan yang merupakan hasil dari distribusi. Permasalahan demand dari 
pelayanan fasilitas SMP bagian Barat pada dasarnya tidak seburuk bagian Utara serta Timur, 
yang dimana baik itu tipologi serta pola sebaran pelayanan berada pada kisaran skala sedang 
hingga rendah. Selain itu, jaringan trasportasi umum kota pada umumnya tidak dapat 
menjangkau pelayanan fasilitas SMP. 
 



Setiawan, R.         Kesetaraan Tingkat Pelayanan Fasilitas Sosial Dalam Perspektif Keadilan Ruang JPWK 13 (4) 

494 

                         

                              Sumber: Hasil Analisis, 2017 

GAMBAR 1  
KEPADATAN PENDUDUK USIA SEKOLAH JENJANG SMP 

 

 
Sumber: Hasil Analisis, 2017 

GAMBAR 2  
(1)KEPADATAN PENDUDUK MISKIN PER KK, (2)KEPADATAN PELAYANAN FASILITAS SMP, 

(3)EFEKTIVITAS JARINGAN JALAN DAN (4)JARINGAN JALAN 

1 2 

3 4 
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                                       Sumber: Hasil Analisis, 2017 

GAMBAR 3  
TIPOLOGI KELAS PELAYANAN FASILITAS SMP 

 

 
Sumber: Hasil Analisis, 2017 

GAMBAR 4  
HOT SPOT, CLUSTER DAN JARAK PELAYANAN FASILITAS SMP 

 
Jarak cluster pelayanan dengan kisaran 1000m-3000m telah memperlihatkan distribusi 
pelayanan yang lebih kepada pola kosentris. Selain itu, dari pola kosentris telah melahirkan 
segmentasi kawasan, dimana bagian Utara memiliki kemampuan pengkonsumsian yang 
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rendah.  Selain itu, penggunaan lahan Kota Surakarta, pada umumnya di dominasi oleh areal 
terbangun. Perbedaan kemampuan dalam memperoleh pelayanan fasilitas SMP pada 
dasarnya memiliki korelasi dengan distribusi yang dimana merupakan hasil dari produksi 
ruang. Hasil dari produksi ruang juga dapat terlihat berdasarkan pola sebaran pelayanan, 
dimana letak fasilitas SMP lebih di dominasi pada zona nilai tanah 2.000.000,00 - 
>20.000.000,00. 
 
Sedangkan untuk kebijakan peningkatan pelayanan fasilitas SMP pada tahun 2031 
berdasarkan RTRW Kota Surakarta tahun 2012, yakni sebanyak 79 unit. Penambahan 
kebutuhan pelayanan fasilitas SMP itu sendiri akan membentuk zona pendidikan dengan 
pembagian kawasan di Kecamatan Banjarsari, Jebres, Laweyan dan Pasar Kliwon, atau 
dengan kata lain, distribusi yang di lakukan hanya terkonsentrasi pada satu tempat secara 
berskala. Disisi lain, berdasarkan RDTR Kawasan I Kota Surakarta, untuk tahun 2034 jumlah 
kebutuhan pelayanan fasilitas SMP 3 unit, yang di distribusikan pada Kecamatan Serengan 
(Kelurahan Tipes dan Kelurahan Serengan) serta Kecamatan Pasar Kliwon (Kelurahan 
Semanggi). Selain itu, penambahan pelayanan fasilitas SMP, berdasarkan RDTR Kawasan III 
Kota Surakarta, untuk kebutuhan tahun 2014, 2019, 2024, 2029 dan 2034, umumnya di 
distribusikan pada Kecamatan Banjarsari, khususnya pada Kelurahan Nusukan dan Kelurahan 
Kadipiro, dengan masing-masing tahap pendistribusian 2 unit sekolah. 
 
 
ANALISIS 

Kemampuan Masyarakat Dalam Mengakses Pelayanan Fasilitas SMP (i dan j) 

Distribusi pelayanan fasilitas SMP yang tidak melihat kebutuan, kemampuan serta pilihan, 
telah menghasilkan perbedaan jarak, waktu maupun biaya pada kawasan berdasarkan 
tingkat pelayanan. Selain itu, baik jarak, waktu maupun biaya yang besar berada di kawasan 
bagian Utara (tingkat pelayanan sedang), sedangkan terkecil di miliki oleh kawasaan Selatan 
(tingkat pelayaan rendah). Perbedaan kemampuan mengakses pelayanan tidak terlepas dari 
pola sebaran pelayanan itu sendiri, terlebih lagi dengan efektivitas jaringan jalan dengan 
klasifikasi rendah, yang di miliki oleh kawasan Utara. Disisi lain, untuk kawasan Barat (tingkat 
pelayanan tinggi) juga memiliki jarak, waktu maupun biaya dapat di katakan sedang, akan 
tetapi pada umumnya kawasan ini telah di dukung oleh baik itu efektivitas jaringan jalan serta 
pola sebaran pelayanan yang tinggi. 

TABEL 1 
JARAK, WAKTU DAN BIAYA PERJALANAN KAWASAN TINGKAT PERLAYANAN  

TINGGI, SEDANG MAUPUN RENDAH 
Jarak Perjalanan < 1 km 1 - 2 km 2 - 3 km > 3 km 

Kawasan Tingkat Pelayanan Tinggi 18.35% 40.51% 28.48% 12.66% 

Kawasan Tingkat Pelayanan Sedang 5.65% 32.77% 29.94% 31.64% 

Kawasan Tingkat Pelayanan Rendah 34.43% 53.01% 7.10% 5.46% 

Waktu Perjalanan < 15 menit 15 - 30 menit 30 - 60 menit > 60 menit 

Kawasan Tingkat Pelayanan Tinggi 13.92% 44.30% 38.61% 3.16% 

Kawasan Tingkat Pelayanan Sedang 5.08% 30.51% 45.76% 18.64% 

Kawasan Tingkat Pelayanan Rendah 33.33% 52.46% 12.57% 1.64% 

Biaya Perjalanan 0 0.000287 - 0.000431 >  0.000431 

Kawasan Tingkat Pelayanan Tinggi 13.56% 57.63% 28.81% 

Kawasan Tingkat Pelayanan Sedang 3.13% 39.06% 57.81% 

Kawasan Tingkat Pelayanan Rendah 23.73% 57.63% 18.64% 
Sumber : (Hasil Analisis Tahun 2017) 
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Persepsi Masyarakat Mengenai Pelayanan Fasilitas SMP 
Berdasarkan hasil identifikasi persepsi masyarakat mengenai tingat kesulitan masuk 
(persyaratan nilai) SMP, tingkat kepuasan terhadap pelayanan pendidikan, tingkat 
kesesuaian dengan harapan, biaya sekolah, aksesibilitas, kondisi jalan serta kemudahan 
angkutan umum kota, dimana setiap kawasan tingkat pelayanan tinggi memiliki nilai yang 
bervariasi. Variasi pada setiap kawasan berdasarkan tingkat pelayanan, menunjukan kualitas 
pelayanan yang ada di lingkungan maupun luar lingkungan. Di samping itu, kualitas pelayanan 
yang dapat di katakan baik lebih di dominasi baik itu luar lingkungan serta pada bagian Barat 
maupun Tengah kota (kawasan tingkat pelayanan tinggi). 
 
Selain itu, untuk tingat kesulitan masuk (persyaratan nilai) SMP, tingkat kepuasan terhadap 
pelayanan pendidikan, tingkat kesesuaian dengan harapan, biaya sekolah, aksesibilitas, 
kondisi jalan serta kemudahan angkutan umum kota, setiap kawasan tingkat pelayanan 
berdasarkan status ekonomi juga memiliki nilai yang bervariasi. 
 
Sedangkan persepsi mengenai pelayanan fasilitas SMP, pada umumnya berkaitan dengan 
biaya sekolah serta kesulitan masuk (persyaratan nilai) bagi kawasan tingkat pelayanan 
rendah dengan status ekonomi miskin, ini juga tidak dapat di lepaskan dari pengkonsumsian 
pelayanan awal. Untuk kawasan tingkat pelayanan sedang status ekonomi miskin memiliki 
permasalahan pada tingkat kepuasan terhadap pelayanan pendidikan, tingkat kesesuaian 
dengan harapan serta biaya sekolah. Rendahnya nilai persepsi kawasan tingkat pelayanan 
sedang status ekonomi miskin juga berkaitan dengan pemilihan sekolah, dimana orang tua 
lebih memilih pelayanan di dalam lingkungan. Di samping itu, masyarakat dengan status 
ekonomi kaya juga memiliki permasalahan pada biaya sekolah, ini juga tidak dapat di lepaskan 
dari pemilihan sekolah. Dengan demikian permasalahan pada biaya pendidikan merupakan 
dampak dari pemilihan pelayanan fasilitas itu sendiri. 
 
Dari nilai persepsi yang di peroleh secara langsung telah memperlihatkan klaim ruang, 
kemampuan ruang serta hubungan ruang. Perbedaan karakteristik serta kriteria 
pengkonsumsian tidak di dukung oleh distribusi berdasarkan keadilan praktis, maka secara 
langsung berdampak pada segmentasi kawasan berdasarkan status ekonomi. Dari hasil 
distribusi juga melahirkan kerenggangan hubungan sosial, dimana bagian Utara (kawasan 
tingkat pelayanan sedang) memiliki kesulitan untuk mencapai pelayanan fasilitas serta 
memperoleh pelayanan fasilitas berdasarkan kualitas pelayanan. 
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Sumber: Hasil Analisis, 2017 

GAMBAR 5  
KARAKTERISTIK PERGERAKAN DAN KEADILAN RUANG 

 

KESIMPULAN 
 
Kesetaraan tingkat pelayanan fasilitas kota sangat di tentukan dari produksi ruang yang 
merupakan hasil perumusan kebijakan. Disisi lain, perumusan kebijakan dengan 
mengedepankan kesetaraan berdasarkan keadilan ideal, akan menghasilkan karakteristik 
tingkat pelayanan. Penerapan keadilan ideal itu sendiri lebih menguntungkan kelompok 
dengan status ekonomi tertentu, atau dengan kata lain, pertanyaan kesetaraan akan lahir 
dari kelompok berdasarkan status ekonomi miskin. Dampak atas penerapan keadilan ideal 
juga akan terlihat dari pola konsumsi yang lebih mengedepankan biaya serta kualitas 
pelayanan. Selain itu, karakteristik tingkat pelayanan juga seringkali terlihat pada segmentasi 
kawasan serta sosial ekonomi, dimana perbedaan kemampuan pergerakan merupakan hasil 
dari cluster pelayanan fasilitas kota, ini juga di karnakan kebijakan distribusi yang lebih 
memprioritaskan keadilan ideal akan membentuk pola kosentris. Sedangkan pola kosentris 
dari pelayanan itu sendiri akan mempengaruhi pengkonsumsian berdasarkan karakteristik 
serta kriteria sosal atas pelayanan. Distribusi pelayanan fasilitas yang menghasilkan pola 
kosentris, secara langsung akan menjadi faktor pengganggu klaim ruang, kemampuan ruang 
maupun hubungan ruang. 
 
Penyediaan pelayanan fasilitas kota, yang pada dasarnya bertujuan untuk melayani 
kebutuhan masyarakat, melancarkan kegiatan sosial serta memenuhi butuhan dasar hidup 
sangat tergantung dari perumusan kebijakan kota. Disisi lain, perumusan kebijakan kota 
seringkali mengabaikan partisipasi masyarakat, sedangkan kualitas ruang itu sendiri sangat 
tergantung dari sosial sebagai pengguna. Selain itu, penyediaan pelayanan fasilitas sosial 
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yang tidak mengedepankan partisipasi masyarakat akan melahirkan pertanyaan dari 
kesetaraan itu sendiri, dimana penduduk yang berada di dalam area pelayanan, umumnya 
tidak dapat memberikan kontribusi terhadap pelayanan hasil dari penyediaan, di karnakan 
penduduk memiliki karakteristik dan kriteria dalam pemilihan pelayanan. Atau dengan kata 
lain, karakteristik serta kriteria penduduk atas pelayanan, telah membaur dalam upaya 
pemenuhan kebutuhan dasar hidup. 
 
Terpenuhinya karakteristik serta kriteria sosial merupakan keberhasilan pembangunan 
bedasarkan konsep keadilan ruang. Kesetaraan yang seharusnya melepaskan faktor untung 
rugi telah di abaikan dari penerapan keadilan ideal, yang dimana cara seperti ini akan 
melahirkan kerenggangan hubungan sosial, khususnya pemisahan rasial berdasarkan status 
ekonomi. 
 
Karakteristik tingkat pelayaan berdasarkan segmentasi kawasan juga secara langsung 
memperlihatkan bagaimana, koneksi atas sudut pandang dari status ruang dan status objek 
terdapat kekosongan, dimana ideologis dan material telah berjalan sendiri bersamaan 
dengan rancangan kebijakan kota, pada akhirnya segregasi ruang perkotaan dapat terlihat di 
masing-masing proporsi pelayanan fasilitas sosial. Dari cluster serta pola kosentris pelayanan 
telah memperlihatkan bagaimana kecenderungan atas material dengan produksi ruang kota 
terhadap pasar. Pasar yang selalu memiliki dominasi atas matrial dapat mengamcam 
keharmonisan ruang dan sosial.  
 
Sedangkan keharmonisan antara ruang dan sosial, merupakan wujud dari keadilan praktis. 
Dimana, keadilan praktis merupakan penentu dari keberlangsungan kualitas penduduk 
maupun kenyamanan kota. Pada akhirnya, tujuan dari perencanaan kota dapat terwujud 
dengan mengkolaborasi keadilan praktis di dalam perumusan kebijakan distribusi pelayanan 
fasilitas sosial kota. 
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